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ABSTRAK

KLAUDIUS LENDES, NIM: 201711025, KEWAJIBAN PELAKU
PERZINAHAN DALAM MEMBAYAR SANKSI ADAT (WAJA) DI
DESA LATUNG KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA

Waja merupakan upaya untuk memutus hubungan secara adat baik
dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki karena salah satu pihak
atau keduanya telah melanggar peraturan adat karena perselingkuhan dan
waja ini sebagai satu bentuk efek jera dari tindakan melanggar hukum
adat setempat. Waja juga merupakan suatu upaya mengurangi dan
meredahkan koflik yang terjadi seperti kasus perse, lingkuhan yang telah
terjadi karena waja itu sendiri dalam masyarakat desa latung dianggap
sebagai sebuah pengadilan yang sangat resmi dalam hal pelanggaran
hukum adat yang sebagai pengesahan dalam memutuskan hubungan secara
adat.
. Tujuan peneliti ingin mengetahui dan mengkaji tentang kewajiban
pelaku perzinahan dalam menbayar sanksi adat dan mengetahui bagaiman
kewajiban pelaku perzinahan dalm membayar sanksi adat (waja) yang di
berikan oleh kepala adat. Serta, peneliti ingin mengetahui factor-faktor
yang mempengaruhi pelaku perzinahan tidak membayar sanksi adat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis, yakni hukum sebagai law in action, sebagai
kewajiban pelaku perzinahan dalam membayar sanksi adat ( waja) yang di
berikan oleh kepala adat Desa Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.

Hasil penelitian bahwa pelaku perzinahan belum melakukan
kewajiban dalam membayar sanksi adat yang diberikan yang terjadi di
desa latung. Kewajiban untuk membayar sanksi adat berdasarkan hukum
adat Desa Latung ini merupakan perilaku pembangkang atau sebagau
perilaku yang tidak menghargai hukum adat yang telah diwariskan oleh
para leluhur. Sehingga ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan
kebiasaan atau hokum adat setempat. Dan adapula faktor acuh tak acuh
dari dalam diri setiap masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewajiban pelaku perzinahan
tidak membayar sanksi adat (waja) yang di berikan kepala adat Desa
Latung Kecamatan Riung Kabupaten Ngada sangat bertentangan denga
hokum adat yang berlaku di Desa Latung. Yang seharusnya setiap
masyarakat harus melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat adat
karena telah melakukan kesalahan adat karena merupakan salah satu
bentuk efek jerah dari perilaku yang telah menyimpang dari hokum adat
tersebut. Kewajiban ini di berlakukan untuk semua masyarakat baik dari
kalngan bawah samapai kalangan atas dalat tingkatan hokum adat agar
dapat mengembalikan keseimbangan hukum adat.

Kata kunci : kewajiban, pelaku perzinahan , sanksi adat



ABSTRACT

KLAUDIUS LENDES, NIM: 201711025, OBLIGATIONS OF ADULTERY
PEOPLE IN PAYING TRADITIONAL SANCTIONS (WAJA) IN LATUNG
VILLAGE, RIUNG DISTRICT, NGADA DISTRICT

Waja is an effort to sever traditional relationships on the part of both the
woman and the man because one or both parties have violated customary
regulations due to infidelity and waja is a form of deterrent effect against acts that
violate local customary law. Waja is also an effort to reduce and defuse conflicts
that occur, such as cases of perse, lingkuhan which have occurred because waja
itself in the Latung village community is considered as a very official court in
cases of violations of customary law which serves as validation in severing
customary relations. This research aims to find out if in paying customary
sanctions in cases of infidelity in Latung Village, Riung District, Ngada Regency,
the obligation to pay customary sanctions given by the local traditional head is not
implemented.
. The aim of the researcher is to find out and examine the obligations of
adultery perpetrators in paying customary sanctions and to find out what the
obligations of adultery perpetrators are in paying customary sanctions (waja)
given by the traditional head. Also, researchers want to know the factors that
influence adultery perpetrators not to pay customary sanctions.
The research approach used in this research is a sociological juridical approach,
namely law as law in action, as the obligation of the perpetrator of adultery to pay
the customary sanctions (waja) given by the traditional head of Latung Village,
Riung District, Ngada Regency.

The results of the research show that the perpetrator of adultery has not
carried out his obligation to pay the customary sanctions imposed in Latung
village. The obligation to pay customary sanctions based on Latung Village
customary law is disobedient behavior or behavior that does not respect the
customary law that has been passed down from the ancestors. So this is behavior
that is contrary to local customs or laws. And there are also indifferent factors
within every society.

The conclusion of this research is that the obligation of adultery
perpetrators not to pay the customary sanctions (waja) given by the traditional
head of Latung Village, Riung District, Ngada Regency is very contrary to the
customary law that applies in Latung Village. Every community should carry out
its obligations as a traditional community because it has committed customary
mistakes because it is a form of deterrent effect from behavior that has deviated
from customary law. This obligation applies to all people from the lower classes
to the upper classes at the level of customary law in order to restore balance to
customary law.

Keywords: obligation, perpetrator of adultery, customary sanction


